ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN ASOSIASI LASH ARTIS NASIONAL INDONESIA (ALANIS)

Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALANIS — sedang dalam proses finalisasi dan pengesahan sebagai
badan hukum perkumpulan. Isi dapat berubah hingga ditetapkan secara resmi.



ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN ASOSIASI LASH ARTIS NASIONAL INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, para pendiri sepakat mendirikan suatu perkumpulan berbadan
hukum yang menjadi wadah pembinaan, standarisasi, dan pemersatu para seniman bulu mata (lash
artist) di seluruh Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB |
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

(1) Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Asosiasi Lash Artis Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat dan disebut “ALANIS”.

(2) Nama sebagaimana ayat (1) merupakan nama yang diajukan untuk memperoleh persetujuan
pemakaian nama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian
Hukum; nama final menyesuaikan hasil persetujuan tersebut. [ __ ]

Pasal 2
Waktu

ALANIS didirikan di Jakarta pada tanggal [ __ ] untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

(1) ALANIS berkedudukan hukum (Pusat) di [ alamat lengkap ], Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) ALANIS dapat membentuk kepengurusan tingkat Wilayah di provinsi lain di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas
ALANIS berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 5
Sifat
ALANIS bersifat nirlaba, independen, dan profesional. ALANIS tidak berafiliasi pada agama tertentu
(non-agamis), tidak berpolitik praktis (non-politik), dan bukan merupakan gerakan massa.

Pasal 6
Tujuan

ALANIS bertujuan untuk:

a. membina dan mengembangkan kompetensi serta kesejahteraan seniman bulu mata (lash
artist) Indonesia agar sejajar dengan tingkat regional dan internasional;



b. memajukan industri jasa sambung bulu mata secara menyeluruh, mencakup pelaku usaha
seperti salon, studio, dan klinik kecantikan di bidang bulu mata, agar tumbuh sehat,
profesional, tertib, dan berdaya saing;

c. memperjuangkan dan mewakili kepentingan bersama para pelaku usaha di bidang bulu mata
dalam hubungan dengan pemerintah, regulator, pemasok, dan pemangku kepentingan
lain;

d. menjaga keseimbangan dan kerukunan kepentingan antara seniman dan pelaku usaha
sebagai satu ekosistem;

e. menjadi rujukan tepercaya dan sarana edukasi publik bahwa pemasangan sambung bulu
mata yang benar dan sesuai standar tidak merusak bulu mata asli;

f. menjadi wadah persatuan, pembinaan, komunikasi, dan penyaluran aspirasi bagi seniman
maupun pelaku usaha; dan

g. memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di
bidang seni dan industri bulu mata, termasuk mendorong penetapan standar kompetensi
kerja nasional.

BAB llI
FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7
Kegiatan

Untuk mencapai tujuannya, ALANIS melaksanakan kegiatan yang antara lain mencakup:

a. merumuskan dan membakukan teknik pemasangan sambung bulu mata sebagai acuan
standarisasi industri, termasuk mendorong dan mengusulkan penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kepada kementerian yang berwenang;

b. mengupayakan dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi seniman bulu mata, termasuk
menggandeng dan/atau mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢. mendorong penyusunan dan penyelarasan kurikulum pendidikan seni bulu mata yang
diselenggarakan untuk umum;

d. menyelenggarakan lokakarya (workshop) untuk pengembangan teknik dan produk;

e. menyelenggarakan pertemuan (kumpul akbar) seniman bulu mata di tingkat
kota/kabupaten, provinsi, dan nasional untuk pembinaan dan apresiasi;

f. menjalin kerja sama profesional dengan lembaga atau asosiasi lain di dalam maupun luar
negeri yang sejalan dengan tujuan ALANIS;

g. menyelenggarakan kompetisi dan kejuaraan secara berkala di berbagai tingkat;

h. menyediakan wadah dan sarana komunikasi antar anggota sebagai forum diskusi hal-hal
yang berkaitan dengan seni bulu mata;

i. melakukan advokasi dan representasi sektor kepada pemerintah dan regulator, antara lain
menyangkut perizinan usaha, standar kesehatan dan higiene tempat usaha,
ketenagakerjaan, serta perpajakan yang relevan bagi salon/studio bulu mata;

j. menyusun standar mutu dan operasional di tingkat usaha, termasuk standar higiene dan
keamanan tempat usaha hingga akreditasi/sertifikasi tempat usaha;

k. membangun kemitraan kolektif dengan pemasok/prinsipal demi keaslian produk, mutu, dan
posisi tawar yang wajar;



I. memerangi praktik ilegal dan tidak aman serta peredaran produk palsu atau berbahaya di
tingkat usaha;

m. menyelenggarakan riset, pengumpulan data, dan promosi industri bulu mata Indonesia,
termasuk ke pasar regional; dan

n. menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan bagi
tenaga kerja di salon/studio.

BAB IV
ATRIBUT

Pasal 8
(1) ALANIS memiliki atribut organisasi berupa logo dan tanda-tanda pengenal lainnya.

(2) Bentuk, isi, dan ketentuan penggunaan atribut diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

BAB YV
KEANGGOTAAN

Pasal 9
Jenis Keanggotaan

Keanggotaan ALANIS terdiri dari:
a. Anggota Biasa, yaitu orang perseorangan yang berkegiatan sebagai praktisi dan/atau
pengajar di bidang pemasangan sambung bulu mata dan memenuhi syarat keanggotaan;

b. Anggota Luar Biasa, yaitu orang perseorangan yang menjadi anggota sebagai wakil
kepentingan suatu badan usaha atau kelompok usaha yang berkegiatan di bidang bulu
mata (pemasok, penyedia jasa, penyelenggara pelatihan, dan sejenisnya) dan memenuhi
syarat keanggotaan; dan

c. Anggota Kehormatan, yaitu orang perseorangan yang karena satu dan lain hal dianggap
berjasa bagi kehidupan, perkembangan, dan kemajuan ALANIS.

Calon anggota yang telah mendaftar namun masih dalam proses pemenuhan persyaratan disebut
calon anggota dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Setiap anggota memiliki hak bicara, hak atas informasi, hak membela diri, dan hak ikut serta dalam
kegiatan organisasi; hak memilih dan hak dipilih diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga.

(2) Setiap anggota wajib menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode
Etik, dan ketetapan organisasi, serta membayar iuran anggota.

(3) Ketentuan rinci hak dan kewajiban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan berakhir karena: meninggal dunia; bubarnya badan usaha yang diwakili (bagi Anggota

Luar Biasa); mengundurkan diri; diberhentikan sebagai sanksi; atau tidak memenuhi kewajiban
membayar iuran sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga.



BAB VI
ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 12
Susunan Organ

Organ ALANIS terdiri dari:
a. Rapat Anggota, yang diselenggarakan dalam bentuk Kongres, sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi;
b. Pengurus; dan
c. Pengawas.

Pasal 13
Rapat Anggota (Kongres)

(1) Kongres merupakan Rapat Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi ALANIS.
(2) Kongres terdiri dari Kongres Nasional di tingkat nasional dan Kongres Wilayah di tingkat wilayah;
dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.

(3) Kongres Nasional berwenang menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga; mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; menetapkan Garis Besar
Haluan Kerja; mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus; dan menetapkan besaran
uang pangkal dan iuran.

(4) Tata cara penyelenggaraan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Pengurus

(1) Pengurus adalah organ pelaksana dan pimpinan harian yang mewakili ALANIS baik di dalam
maupun di luar pengadilan serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.

(2) Pengurus terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah.

(3) Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan
Bendahara Umum, serta dapat dilengkapi Ketua-Ketua Divisi sesuai kebutuhan, termasuk Divisi
Usaha dan Industri sebagai wadah kepentingan pelaku usaha.

(4) Dewan Pengurus Pusat wajib memuat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil pelaku usaha dari
unsur Anggota Luar Biasa untuk memimpin dan/atau mengisi Divisi Usaha dan Industri, dengan
tetap tunduk pada ketentuan benturan kepentingan dalam Pasal 23.

(5) Pengurus bertanggung jawab kepada Kongres Nasional.

(6) Tugas, wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 15
Pengawas

(1) Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus agar organisasi berjalan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
ketetapan Kongres.

(2) Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1
(satu) orang di antaranya independen, yaitu tidak berasal dari kelompok usaha yang sama
dengan Ketua Umum dan tidak memiliki benturan kepentingan.



(3) Pengawas berwenang menegakkan Kode Etik, memeriksa dugaan pelanggaran, serta
merekomendasikan atau menjatuhkan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga; membentuk
Komisi Pemilihan Raya; dan mengusulkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

(4) Kongres Nasional dapat membentuk Dewan Etik tersendiri untuk mengambil alih fungsi penegakan
Kode Etik apabila dipandang perlu.

(5) Pengawas bertanggung jawab kepada Kongres Nasional.

Pasal 16
Struktur Pusat dan Wilayah

(1) Susunan organisasi ALANIS terdiri dari tingkat Pusat dan tingkat Wilayah; Wilayah merupakan
kesatuan anggota dalam satu provinsi atau gabungan provinsi.

(2) Kepengurusan Wilayah dapat dibentuk apabila di wilayah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang anggota.

(3) ALANIS Pusat merupakan pembina dan pengawas ALANIS Wilayah; ALANIS Wilayah wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ALANIS Pusat dan berhak menyampaikan
saran serta usul yang wajib diperhatikan Pusat.

(4) Penyelenggaraan kegiatan antar wilayah wajib memperoleh izin ALANIS Pusat; kegiatan berskala
daerah wajib diberitahukan kepada ALANIS Pusat.

BAB Vi
MASA JABATAN DAN PEMILIHAN

Pasal 17
Masa Jabatan

(1) Masa jabatan Pengurus dan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.

(2) Pengurus dan Pengawas dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama paling banyak 2 (dua)
periode berturut-turut.

Pasal 18
Pemilihan Raya

Ketua Umum dipilih melalui Pemilihan Raya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Raya
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai dilakukan pemungutan
suara. Tata cara Pemilihan Raya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19
Kuorum dan Keputusan
(1) Setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali calon anggota.

(2) Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang
berhak hadir atau perwakilannya yang sah.

(3) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara dan dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta yang hadir dan berhak suara.



(4) Dalam Kongres, seorang anggota yang hadir hanya dapat mewakili paling banyak 2 (dua) suara
anggota lain yang tidak hadir dengan surat kuasa yang sah; dalam rapat Pengurus dan rapat
Pengawas hak suara tidak boleh diwakilkan.

Pasal 20
Jenis Rapat

ALANIS menyelenggarakan Kongres Nasional (sekurang-kurangnya sekali dalam setahun), Kongres
Wilayah, Kongres Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus, dan Rapat Pengawas, yang tata
caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 21
Sumber Keuangan

Keuangan dan kekayaan ALANIS bersumber dari uang pangkal dan iuran anggota; sumbangan atau
bantuan yang tidak mengikat dan sah; hasil usaha yang sah seperti biaya kegiatan, kompetisi, dan
penjualan atribut; serta perolehan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22
Pengelolaan

(1) Kekayaan dicatat dan dikelola oleh dan atas nama organisasi berdasarkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan keberlanjutan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

(2) Tahun buku ALANIS berjalan 1 (satu) tahun; laporan keuangan tahunan disusun oleh Pengurus dan
disahkan oleh Kongres Nasional.

BAB X
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 23
(1) Setiap Pengurus dan Pengawas wajib mengutamakan kepentingan ALANIS di atas kepentingan
pribadi atau kelompok usahanya, dan dilarang menyalahgunakan kedudukan untuk keuntungan
diri sendiri atau kelompok usahanya.

(2) Dalam Dewan Pengurus Pusat inti (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum),
jumlah orang yang berasal dari satu kelompok usaha yang sama paling banyak 2 (dua) orang.

(3) Pengurus atau Pengawas yang memiliki benturan kepentingan atas suatu keputusan wajib
mengungkapkannya dan tidak ikut mengambil keputusan tersebut.

BAB XI
PERANGKAT PERATURAN ORGANISASI

Pasal 24
(1) Perangkat peraturan organisasi menurut urutan hierarki adalah: Anggaran Dasar; Anggaran Rumah
Tangga; Ketetapan dan Keputusan Kongres; Peraturan Organisasi; Standar Prosedur Operasional;
dan Surat Keputusan.

(2) Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



BAB XIlI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25
(1) Sengketa yang timbul dalam ALANIS, baik antar anggota maupun antara anggota dan organisasi,
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat secara berjenjang melalui Pengurus, kemudian
Pengawas, dan apabila belum selesai dibawa ke Kongres.

(2) Apabila musyawarah tidak mencapai penyelesaian, para pihak dapat menempuh mediasi; upaya
hukum melalui pengadilan yang berwenang merupakan upaya terakhir.

BAB XIli
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional
Luar Biasa.

(2) Perubahan Anggaran Dasar waijib diberitahukan dan/atau dimintakan persetujuan kepada Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 27
(1) Pembubaran ALANIS hanya dapat diputuskan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar
Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

(2) Rapat pembubaran sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota,
dan keputusan pembubaran sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari
peserta yang hadir.

(3) Dalam hal ALANIS dibubarkan, sisa kekayaan diserahkan kepada badan atau lembaga lain yang
mempunyai visi sama di bidang pengembangan pendidikan seni bulu mata; pembubaran
dilaporkan kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 28
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau
peraturan organisasi lainnya.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN ASOSIASI LASH ARTIS NASIONAL INDONESIA

BAB |
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Pendaftaran

Permohonan menjadi anggota ALANIS dilakukan melalui prosedur pendaftaran diri dengan mengisi
formulir dan menandatangani Kode Etik Keanggotaan. Bentuk formulir dan Tanda Anggota ditentukan
oleh Pengurus.

Pasal 2
Syarat Anggota Biasa
a. mendapat rekomendasi paling sedikit dari 2 (dua) anggota;

b. mayoritas pelanggan dan wilayah kerja berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran; dan
d. menandatangani Kode Etik Keanggotaan.

Pasal 3
Syarat Anggota Luar Biasa
a. mendapat rekomendasi paling sedikit dari 2 (dua) anggota;

b. mewakili kepentingan kelompok usaha yang mayoritas pelanggan/wilayah kerjanya berada
di Indonesia;

¢. mengajukan permohonan tertulis dan menandatangani Kode Etik Keanggotaan; dan

d. dalam 1 (satu) kelompok usaha (termasuk anak perusahaan/afiliasinya) paling banyak dapat
mendaftarkan 3 (tiga) orang Anggota Luar Biasa.

Pasal 4
Syarat Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan diusulkan oleh anggota atau Pengurus, ditetapkan melalui Rapat Pengurus,
mengisi formulir, dan menandatangani Kode Etik Keanggotaan.

Pasal 5
Penerimaan dan Tanda Anggota

(1) Keputusan diterima atau tidaknya suatu permohonan diberitahukan oleh Pengurus selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.

(2) Anggota yang diterima dicantumkan dalam daftar anggota pada situs web ALANIS selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dinyatakan diterima.

Pasal 6
Kode Etik Keanggotaan

Setiap anggota menerima dan terikat pada Kode Etik profesional, antara lain: memperlakukan sesama
anggota dengan kesetaraan; menyediakan tempat kerja yang aman dan proses disinfeksi yang baik
sesuai Pedoman ALANIS; menetapkan harga jasa yang wajar sesuai demografi target; mengikuti
Pedoman ALANIS dalam menjalankan usaha; tidak menyebarkan klaim palsu atas produk maupun jasa;



tidak mengaku hasil karya orang lain sebagai karya sendiri dan tidak menggunakannya dalam iklan
tanpa izin pemiliknya; dan tidak mengambil jalan pintas yang membahayakan pelanggan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Biasa memiliki hak bicara, hak memilih, hak dipilih, hak atas informasi, hak membela diri,
dan hak ikut serta dalam kegiatan.

(2) Anggota Luar Biasa (wakil pelaku usaha) memiliki hak bicara, hak atas informasi, serta hak memilih
dan dipilih khusus untuk mengisi Divisi Usaha dan Industri serta sekurang-kurangnya 1 (satu)
kursi wakil pelaku usaha dalam Dewan Pengurus Pusat, dengan tetap tunduk pada ketentuan
benturan kepentingan.

(3) Anggota Kehormatan memiliki hak bicara dan hak atas informasi.

(4) Setiap anggota wajib menaati AD/ART dan Kode Etik, aktif melaksanakan program, memperluas
keanggotaan, serta membayar uang pangkal dan iuran.

Pasal 8
Sanksi

Anggota yang melakukan tindakan indisipliner, melanggar Kode Etik, atau merugikan/mencemarkan
nama baik ALANIS dapat dikenai sanksi berupa: nasihat, teguran, atau peringatan lisan/tertulis;
penghentian dari pelayanan organisasi; atau pemberhentian sebagai anggota, dengan tetap memberi
hak pembelaan diri.

BAB Il
PENGURUS

Pasal 9
Susunan Dewan Pengurus Pusat

(1) Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan
Bendahara Umum, serta dapat dilengkapi Wakil dan Ketua-Ketua Divisi sesuai kebutuhan (antara
lain Divisi Sertifikasi, Keanggotaan, Acara, serta Divisi Usaha dan Industri).

(2) Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 10
Tugas Ketua Umum

Ketua Umum memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan organisasi; memimpin Rapat Kerja;
mewakili organisasi; bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat kebijakan; bersama
Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum merancang penggalian sumber dana; menjaga kekompakan
pengurus; dan bertanggung jawab kepada Kongres Nasional.

Pasal 11
Tugas Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal mengelola administrasi, korespondensi, kearsipan, dan inventaris; bersama Ketua
Umum menyusun Surat Keputusan dan Rencana Kerja; bersama Ketua Umum dan Bendahara Umum
menjadi Tim Kerja Keuangan; mengawasi penyelenggaraan administrasi organisasi; dan bertanggung
jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 12
Tugas Bendahara Umum



Bendahara Umum mengelola keuangan dan pengadaan kebutuhan organisasi; menyusun rencana
anggaran dan realisasinya; membuat laporan keuangan periodik; melaksanakan tata pembukuan
penerimaan dan pengeluaran; mewakili Ketua Umum dalam aktivitas pengelolaan keuangan bila
berhalangan; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 13
Ketua-Ketua Divisi

Ketua Divisi memegang kewenangan tertinggi dalam bidang divisinya, merumuskan kebijakan dan
mengoordinasikan kegiatan divisi, mengawasi program divisi, dan bertanggung jawab kepada Ketua
Umum.

Pasal 14
Dewan Pengurus Wilayah

(1) Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Wilayah; Bendahara Wilayah dapat
diangkat apabila di wilayah tersebut terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.

(2) Ketua Wilayah memegang kewenangan dan tanggung jawab di wilayahnya, mengoordinir program
dan pengelolaan kekayaan tingkat wilayah, memimpin rapat wilayah, dan bertanggung jawab
kepada Dewan Pengurus Pusat.

(3) Bendahara Wilayah menjadi perpanjangan tangan Bendahara Umum dan bertanggung jawab
kepada Bendahara Umum.

Pasal 15
Pengurus Pembantu

Sesuai kebutuhan, Dewan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan serta menetapkan
honorarium sejumlah orang yang bukan anggota untuk membantu kelancaran organisasi.

Pasal 16
Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

(1) Jabatan Pengurus tidak boleh dirangkap dengan jabatan Pengawas.

(2) Jumlah orang dari satu kelompok usaha yang sama dalam Dewan Pengurus Pusat inti paling banyak
2 (dua) orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar.

(3) Pengurus yang memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkannya dan tidak ikut mengambil
keputusan terkait.

Pasal 17
Pemberhentian dan Pengunduran Diri

Pengurus dapat mengundurkan diri dengan permohonan tertulis kepada Ketua Umum/Dewan
Pengurus disertai alasan; jabatan yang lowong dapat diisi melalui Rapat Pengurus sampai Kongres
berikutnya. Sanksi terhadap Pengurus dijatuhkan secara bertahap oleh Pengawas dengan hak
pembelaan diri.

BAB lll
PENGAWAS

Pasal 18
Komposisi

(1) Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Kongres Nasional.



(2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas bersifat independen, yaitu tidak berasal dari
kelompok usaha yang sama dengan Ketua Umum dan tidak memiliki benturan kepentingan.

(3) Pengawas mengutamakan anggota yang telah menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun, memiliki
wawasan luas, reputasi dan dedikasi yang baik, serta loyal terhadap tujuan ALANIS.

Pasal 19
Tugas Pengawas

Pengawas memberikan pengawasan dan arahan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah;
memfasilitasi penyampaian saran, masukan, dan kritik anggota; menegakkan Kode Etik dan
memeriksa dugaan pelanggaran; membentuk Komisi Pemilihan Raya; dan mengusulkan
penyelenggaraan Kongres, termasuk Kongres Luar Biasa.

Pasal 20
Tata Cara Sanksi terhadap Pengurus

Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Pengurus secara bertahap berupa nasihat, peringatan
lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian penuh, setelah
menyelidiki kebenaran pelanggaran, mengadakan rapat khusus, dan memberi kesempatan
pembelaan diri serta hak naik banding pada musyawarah Pengawas.

BAB IV
MASA KEPENGURUSAN DAN PEMILIHAN RAYA

Pasal 21
Periode

Masa jabatan Pengurus dan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2
(dua) periode berturut-turut untuk jabatan yang sama.

Pasal 22
Komisi Pemilihan Raya

(1) Pengawas membentuk Komisi Pemilihan Raya yang terdiri dari unsur Pengawas dan Pengurus
untuk menjalankan proses Pemilihan Raya.

(2) Komisi Pemilihan Raya memilih dan menetapkan formatur sejumlah 5 (lima) orang dari anggota
yang memenuhi kriteria: telah menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun; berwawasan luas; dapat
menjadi pengayom dan pemersatu; bereputasi dan berdedikasi baik; serta loyal terhadap
ALANIS.

(3) Pemilihan Raya adalah acara pemilihan Ketua Umum dari calon dalam formatur untuk satu periode,
dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres Nasional, dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.

(4) Kongres Nasional memberikan mandat dan tenggang waktu kepada Ketua Umum terpilih beserta
formatur untuk menyusun Dewan Pengurus.

BAB V
KONGRES DAN RAPAT

Pasal 23
Kongres Nasional

Kongres Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan berwenang antara lain:
mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; mengevaluasi laporan pelaksanaan



program dan keuangan; menetapkan Garis Besar Haluan Kerja; dan meninjau serta menetapkan
perubahan AD/ART bila diperlukan.

Pasal 24
Kuorum dan Hak Suara

(1) Kongres sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota yang berhak hadir atau
perwakilannya yang sah; keputusan diambil secara musyawarah mufakat, dan bila tidak tercapai
melalui pemungutan suara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari
peserta yang hadir.

(2) Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara; dalam Kongres seorang anggota hanya dapat mewakili
paling banyak 2 (dua) suara anggota lain dengan surat kuasa yang sah; dalam Rapat Pengurus dan
Rapat Pengawas hak suara tidak boleh diwakilkan.

Pasal 25
Rapat Lain

ALANIS menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus, Rapat Pengawas, dan rapat
koordinasi lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 26
(1) Besaran uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam Kongres Nasional; besaran iuran anggota pendiri
untuk tahun pertama adalah sebagaimana disepakati para pendiri. [ __]

(2) Setiap pengeluaran oleh Bendahara Umum wajib diketahui Ketua Umum, dan pengeluaran oleh
Bendahara Wilayah waijib diketahui Ketua Wilayah.

(3) Bendahara Umum memaparkan kondisi keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
dalam Rapat Pengurus, dan seluruh aset dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres
Nasional.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27
Sengketa internal diselesaikan secara berjenjang dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 25
Anggaran Dasar; Pengawas memfasilitasi penyelesaian sebelum dibawa ke Kongres.

BAB Vil
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar
Biasa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29



(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi
melalui Rapat Dewan Pengurus.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini dibuat pertama kali di Jakarta dan berlaku sejak tanggal
pengesahannya.



